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I. UMUM 

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

dolar Amerika Serikat, serta mendukung penguatan perekonomian 

nasional, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas 

Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 

Pokok-pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut adalah 

melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito, 

baik deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat maupun deposito 

dalam mata uang rupiah, yang dananya bersumber dari Devisa Hasil 

Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di 

Indonesia. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Pasal 2 
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Huruf a 

Pengertian Devisa Hasil Ekspor merujuk pada pengertian 

Devisa Hasil Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak 

Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto 

yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua 

puluh persen) atau sesuai dengan ketentuan dalam 

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan 

bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan 

usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan 

sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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